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RINGKASAN 

MEKANISME PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN 

SEWA BARANG MILIK NEGARA (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN) 

PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG 

JEMBER, Lailatul Istiqomah, NIM D42200960 tahun 2024, Akuntansi Sektor 

Publik, Politeknik Negeri Jember, Omar Arief Audris (Pembimbing Lapang) dan 

Berlina Yudha Pratiwi, S.E., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing). 

Praktik magang merupakan program pembelajaran yang tercantum dalam 

kurikulum yang wajib ditempuh oleh mahasiswa selama 1 (satu) semester yang 

dijadwalkan pada semester 7 (tujuh) dengan kurun waktu 700 (tujuh ratus)  jam atau 

4 (empat) bulan efektif. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jember dipilih sebagai tempat kegiatan magang, dimana KPKNL merupakan 

instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan berada di bawah serta 

bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

Jawa Timur memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan 

negara, penilaian, pengurusan piutang dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) terdiri dari 5 seksi dan kelompok jabatan fungsional 

dengan rincian Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), 

Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Kepatuhan 

Internal (KI), dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) memiliki tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, 

pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta 

penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara. Tugas KPKNL 

terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) salah satunya yakni memberikan 

pelayanan dalam pengurusan persetujuan permohonan sewa BMN. Proses 

persetujuan permohonan sewa BMN terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu Pengusulan, 

Penilaian, dan Persetujuan. Proses pengajuan permohonan sewa dimulai dengan 

langkah awal dari pengguna barang yang mengajukan usulan permohonan sewa 


